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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan informasi yang diuraikan di dalam pembahasan 

dari hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan umum bahwa proses 

penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan 

barang/jasa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

Namun berdasarkan hasil penelitian masih didapatkan 

beberapa hambatan yang berdampak pada kurang optimalnya pejabat 

pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS). 

Adapun hambatan yang ditemui antara lain dari masing-masing aspek 

penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Aspek efisien Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu masih belum efisien dikarenakan 

DIPA/DPA tidak dilakukan pembaruan terkait harga satuan, tidak 

memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 
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pekerjaan konstruksi dan fasilitas yang mendukung dalam proses 

kegiatan tersebut. 

2. Aspek efektif Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu sudah dilakukan dengan baik, namun 

masih kurang optimal dikarenakan fungsi dari pejabat pembuat 

komitmen (PPK) yang belum optimal dikarenakan kompetensi 

keilmuan konstruksi yang tidak dimiliki dan kurang mengikuti 

perkembangan terkait peraturan terbaru tentang petunjuk 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

3. Aspek akuntabel Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari hasil penelitian masih 

ditemukannya dokumen-dokumen pendukung seperti brosur dan 

procelist barang serta surat permintaan harga yang tidak disertakan 

dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Selain itu kinerja 

pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang dapat 

dipertanggungjawabkan karena kepentingannya sebagai kuasa 

pengguna anggaran (KPA). 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang ada pada 

Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan 
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Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Aspek efisien Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu penulis menyarankan agar pejabat 

pembuat komitmen (PPK) mengusulkan perubahan untuk biaya 

harga satuan pekerjaan minimal 6 (enam) bulan sekali untuk 

dilakukan perubahan pada DIPA/DPA. Mengusulkan permohonan 

untuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk 

ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan 

konstruksi dan usulan fasilitas opersional khusus pejabat pembuat 

komitmen (PPK). 

2. Aspek efektif Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu penulis menyarankan agar pejabat 

pembuat komitmen (PPK) yang ditunjuk untuk menangani kegiatan 

pekerjaan konstruksi harus memiliki keilmuan sipil serta 

menganggarkan biaya tenaga ahli untuk mendampingi pejabat 

pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan harga 

perkiraan sendiri (HPS), selanjutnya pejabat pembuat komitmen 

(PPK) harus selalu mengikuti perkembangan terkait pelaksanaan 

petunjuk teknis pengadaan barang/jasa terutama dalam menyusun 

harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi. 
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3. Aspek akuntabel Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis dapat 

menyarankan agar dokumen-dokumen pendukung pembentuk harga 

satuan dapat didokumentasikan dan diarsipkan sebagai kelengkapan 

dokumen pertanggungjawaban dan penetapan pejabat pembuat 

komitmen (PPK) yang tidak merangkap dengan jabatan lainnya 

sehingga kinerjanya bisa maksimal dalam proses pengadan 

barnag/jasa pekerjaan kosntruksi. 
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